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Pfc.MERINTAH KOTA PAGARALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR Al AM
NOMOR l(o TAIIUN ?010

TiZNTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMA! TUI IAN YANG MAHA PSA

WALIKOTA PAGAR ALAM

M-mmbanq a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang PajaK Daerah dan Retnbusi Daerah. mak.i Peraturan
Daerah tentang Pe iak-pnjnk di Kota Pagar AGm perlu ditinjau
Kembali dan disosuaiknn

b. bahwa berdasarkan perfimbrnignn sebagannana dimaksuo dalam
huruf a. neilu monetapkan Potaturan Daerah tentang Pajak
Daerah.

IVlcilcpric:.w 1. Undung-uncla.ig Nomoi i , (ahun GPP' :en!;ana Bauan
Penyelasaian Sengkela Pajak [Lembaran Neqara Tahun 1997
Nomor 40, Tamoaha i Lembaran Neqara Nomor 5584);

2. Undrng-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaqihan Paiak
dengan Sura! Pnksa (Lembaran Negara Ronublik Indonesia Tnhi.in
1997 Nomor a2, Tambahan Lembaran Neqara Pepublik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telahi diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2 300 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 39.37);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Daeran Kota Pagai A.am (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 88
Tambahan Lembaran Negara Nnmor 4 i 15);

4. Undang-Lndang Ncmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perubaban Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20L4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4309).

5. Ijndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembarari Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-iJndang Nomor 12 Tahun



2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Uvidang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun G004 Nomor '!26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

7 Undar g-undang No;T:or 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
504 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keusngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 578 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah.Pemerintahan Daerah provinsi, dan
Pemerintahan P>aerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan PorsGuijuan Bersamn

DPWAN PERWAKILAN PAKY5 i DAI-RAH NO"] A PAGAR A LAM
d,i,i

WA! IK' PA I 'AGAR AI AM

MLMLI I UGK''.m

MenGapkan : PERATURAN DAPRALi KOTA PAGAR A! AM ''ENTANG PAJAK
DAERAH

BAB i

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud denqnu

P Daerah adalah Kota Pago: AT--;
2. Pemerintah Dneran ndaiuh Kupain Da.'-oh oeserta peranqkat

daerah otonom yang lain subngai P.ndnn PP.eknG Daerah;
3 Dewan Perwakiian Rnkyal lAiemh yang r.elaniu'nya disingPot

DPRD, adalah lembaga perwakiian rakyat daerah: sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Kepala Daerah adaPih VVaiikola Pagar Alam;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekrelanai Daerah Kota Pagar Alam;-
6. Pejabat adalah Pcjawai yang -diberi tugas tertentu dibidang

perpajakar, daerah sesuai ke'onluan nemturan perundang-
undangan yang berlc-iku.



7. Pajak Daerah yang selnnjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oieh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan s^om langsung dan digunakan untuk keperiuan.
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmurgn raky-P:

8. Badan adalah sekumpuian orang atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komandtter, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi.
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, uganisasi sosiai poiitik, ataq. crganisasi sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan Iainnya;

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakar, o!eh
hotel;

10. Hote.l adalah PasiG.as Penyedia Jasa penginapan/ peristirahatan
termasuk jasa tc kait Iainnya dengan dipuntu bayaran yang
meucakup juga mt lei, iosmen, gubuk panwisata. wisma pariwisai.3,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dan TO (sepuluh).

11. Pajak Restoran adaiah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran;

12. Restoran adalah f-asilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut oayaran, yang meucakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/
catering;

13. Pajak Hiburan adalah paj.ak atas periyelenggaraan hiburan;
i4 Hiburan adalah soruua jenis torUnnan. perlunjnkan, permainan, dan

alau kciamamn yang dinikmnt; di-nqan dipungut bayaran

15. Pajak -eklarne adnah pajak atas periyelenggaraan reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk

dan corak ragamnya dirancang untuk tuiuan komersia!
miemperkenaikan, mengnnjurkari. mernpromoGkan. atau untuk
menariL. perhatian umum terhadap baran.g. jasa. orang, atau badan
yang dapat dilihat. dibaca. didengar. dirasakan, dan/atau diniKmati
oleh umum;

17. Pajak Penerangan Jala;; adaiah pajak alas penggunaan tenaga
lis oik, baik yang dihnsiikan sendiri maupun diperolel. dari sumber
lain;

18. Pajak Minera1 Buka t Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mi;",eral bukan logam dan batuan, baik dan sumber
alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

19. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batubara;

20. Pajak Parkir adalah pajak, atas penyelenggaraan tempat parkir
diluar badan jaian, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat nenitipan kendaraan bermotor;

21. Parkii adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara;

22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemantaatan air tanah;

23. Air Tanah aoafah air yanr.i teT.iim daiau', ;a;;ii on tanah atau batuan

di bawah permukaan an
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24.

25

Pajak Sarang Burung Walet adalah oajak atas kegiatan
pengambilan oan/atau pc; ousahaan sarang burung walet;
Burung Walet adalah satwa yang. termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga. collocalia marina, collocalia tsculanta, dan
collocalia lincl.i,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki. dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
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pentambanyan;
Bumi adalah peimukann bumi yang meliputi tanali dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota,
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau parairan pedalaman dan/atau
laut;
Nilai Jua! Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan bam, atau NJOP pengganti;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang meogakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
Liak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta banguna' diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undaug dibidang
pertanahan dan bangunan;
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
aikenakan Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunoang-undangan perpajakan daerah.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.
Pajak yang teruiang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangan perpa; ikan daerah.
Pemungutan adalair suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau itinousi yang lerutahy sampai
kegiatan oenag han pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Surat Pembe.uiahnan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan per ghitungan dan/atau pembayarnn pajak. objek pajak
dan/atau oukar, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketcntion pentumn perundang- undangan perpajakan
daerah.
Surat Pembenrahuan ObjeK PapiK. yang seianjutnya aisingKai
SPGP, adalah suial v.'in; digunakan oleh Wajib Pajak untuk
,„ ,i ,.,..„i, .,, ! ,' , . :,|,.,.i. ,| •, ..:b!'J-, Pun! Bum; dun Bannunan



Perdesaan dan PerkoPjan sesuai denqan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah

40. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
-•• adaGG-bu'T; pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengcp menggunakan formuiir atau telah dilakukan
dengan cara lam ke Kas Daerah melalui tern pat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah
pokck pajak yang ierutang.

42. Surat Pembenlalman Pajak leiutang, yang ^selanjutnya disingkat
SPP'l, adalah, surat yang digunakan untuk rnemberitahukan
besarnya Pajak 3umi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Pajak

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bnynr, ya..g selanjutnya
disinakat t. KPDKB, adalah uuiat ketetapan rmjak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak. jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pumbayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harms dibayar.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
5KPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak soma besarnya dengan iumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang ci'ai. tidak ana kredit pajak.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar danoada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

47. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD.
adaiah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

48'. Surat Keputusao Pembetulan adalah sural keputusan yang
membetulkan kesalahan talis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruau.
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daeiah Kurang Baym Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

49. Surat Keputusan Keberatan adaiah sural keputusan atas keberatan
terhadap Sural Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kuraig Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

5 diajukan oleh Wajib Pajak
5Q Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

r ,handing terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
iWajib Pajak.



I M Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang d akukan secara
tentlir untuk mengumpulkan data dan informas, keuangan yang
me P ti" l-rta. kewajiban, modG. genghnsilan dan biuym so a
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang at,-.^ yang
dilutup dengan menyuson logonm P—pn 1,-u,,, noraoa dan
laporan laba rug. untuk peuode lahun Pajak terseout.

52 Pem-rik-aan adalah semnokaian kegiatan mengGmpun dan
' mengo.ah data, keterangan, dan/atau bukt, yang dilaksanakan

secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan gemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retnbusi dan/atau untuk tujuan la.n dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan oemodang-undangan
nemaiakan daerah dan retnbusi daerah.

53 Penyidikan tindak p.dana d, Gdang perpajakan daerah dan retnbus
Malah serannkainn tindnknn yang dilakukan oleh Peny,d,k untuk
menr-ari serta menor,mpulkan buku yang dengan bukt, itu rnembuat
lerang t.ndak pioanY. dibidang perpajakan daerah dan retnbus, yang
terjadi seda menemukan tersangkanya.

54. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pagar Alam
5* Juru sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untiP akukar.penitaan, din nv .gunim, Pamnn nPu, hnrtn wnjir, P.a cjun

dljad.kan jamman unluk mGunasi Gang pajak sent ai ketentuan
neraturan pemndang-undi^onn yang berlaku
Kart P^yanan IPutam, dan Gdang N^an ada an Kan^or
pelayanan piutang -- GGno Negara yang w.layah kerjan.a
meliputi Daerah !G i Pag,"'

5B.

am

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasai 2

?nS™e,,d^
b Pajakh0Restoran, dipunnu! pajak Gas setiap pelayanan yang

disediakan oleh resmran, penyelenggaraan
.:;. Pajak, Hibu.an. G^mi.;, paiak ata., mm«i pt> yj

nlhur?n' , , t ,-ninL- Mr cptian penyelenggaraand. Pajak Reklame. GpungG pajar, da., otuap P^iy jj
reklame;

e.
^ Penerangan .tab,,, d,p„ngui P-b* — ***>' penggunaan

, P^nera! Bukan Log,,, ban Batuan. b.nungut atas setiap
BSata"penqemb Inn mineral bukan logam dan batuan;n pXk Pa kT cl.pungut paiak atas setiap penyelenggaraan park,.

?• Pajak A° Tanah, dipung„t iK.jnk atas setiap pengambilan dan/ atau
. IZfZZf Buru'ng Waleb dipungut oa.ak atas kegiatan'• S^otlan Tan, ataknengusabaan sarang tburung waiet; ^

atau bangunan;

p
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Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan, dipungut pajak atas
setiap perolehan hak atas Gnnh dan/ atau bangunan.

Bagian Kesatu
Pajak Hotel

Pasal 3

r-nObiek Paiak Hotel adalah pelayanan yang disediakar oleh hotel
( dVno-n pembayaran. termasuk jasa penunjang sebagaiSapa^'otel yang _sifatnva _-embenkan kemudahan dan

n\ la-a oenuniano sebaqaimare, cpmapsuc paca aya; G, aaalah
}faslLs tetepon'' faksrmi. teleks, interne, fotokopi. pelayanan cue,
SenTa.Iransportas, can fasilitas sejenis Iainnya vang d.sed.akan
atau dikelola hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak i
ayat (1) adalan :
a jasa tempat Iinggal aniamu yang oisc

Pemerintah atau Pemenntah Daeran
b. |asa sewa ajmrtem,on kondominiiim
c. jasa tempnl tiugg.G G pennl '

keagamaan;
d. |asa lempat Lnngu! •!' mm;;--, mT

p •;•-.-,

e. jasa bi:o jmi ;niunen

cliselengqniakan <>;ep
umurm.

-I sebagaimana dimaksud pada

it.:'looamkan oleh

in

dan

pp.

;e'f-:-nisnya;

i'liipio ntuu k.eqiaGn

new, a perawat, panti
eye vang sejems; dan
;!:,un wisata va"ig

•r ..iimanfa,-.itkan oien

Pa sal 4

(DSubiek Pajak Mo.nl adaian •„«„,, punad, ,.au bada* yang
melakukan pembayamn wnana c.,..i.,i >
mengusahakan hotel.

(y)Wajib I'ajiil' P'A'\ aeeiG mme puna.
mengusabakan P. uei

inn sal 5

Dasar nengonaan paint neie
seharusnya dibayar pada he

uinu Pndnn yang

.ynian Pin yau

Basal 6

Tanf pajak hotel dileiapkan sebesar 10 %tsepuluh persen)
Pasal 7

lw, Pnnk Hotel yano terutang dihitung dengan caramG^ILnS sXGm^a dimaksud da lam Pasal 6dengan dasar
Penqlnaan pa;ak sei iKnimann dimaksud dalam Pasal .,



Pasal 8

(1) Objek Pajak Re-Goran ndalah poiayannri yang disediakan oleh
restoran;

(2) Pelayanan yang disi iiakan restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman
yang oleh peiubeli, baik dikonnumsi di lempat pelayanan mauoun
dikonsumsi di tempal lain;

(3^ Tidak termasuk obje Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada
' ayat v1) adalah pela-anan yang disediakan oleh restoran yang nilai

penjualannya Jdak melebihi Rp. 15.000.000,- pertahun.

Pasal 9

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
membeli make nan dan/atau minuman dari restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau seharusnyu diterima restoran.

Pnsal 11

G
!arif Pajak I estoian ditetapkan sohesar 10°:, (sepuluh persen)

Pasa! 13

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung <•'_. :, n sara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 c.mgan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Paso I GL

Pnsal 13

(G)-Objek 9?.pM APPumn adaki
dipungut bayaran;

(2) Hiburan sebagaimana G;w

a nwvom! nana aiburnri denoar

a tontonan film.
b. pagelaran keseniau. mus-k. tan dan/atau busana;
c kontes kecantikanGnienr:;;;n nan seion'snyn;

d. pa me ran,

e. diskotik, karaoke, kiub m.Tam nan sejenisnya.

f. sirkus, akrobat dan sulap,
g. permainan bilya.p golf dan holing,
h. pacuan kuda. kendaraan bermolor dan permainan ketangkasan;
i. pari': pijat/ret;eksi innndi unnG — :!~r. no t 'm^g—' (5tm:-^

center)', don
j. perL.indingan oPG n;n



Pas.-3 14

dalah orang pribadi atau badan yang1) Subjek Pajak Hiburan a
menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hibumn nnaGh emnn pribadi atau badan yang
menyelenggarapan mburan

Pasal 15

G) Dasar peaoenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang ya ig diterima
' atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggam hiburan

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) termnsuk polongan harga dan tikel cuma-uuma ya..g
diberikan kepada oenenma jasa hiburan.

Pass! 15

Besar r,ya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah

a. Untuk jenis perlunjukan dan kemmaiau umum yang menggunakan
sarana film di bioskop dileiapkan
1 Golongan Asebesar 20G, (Tun puRh person)
2. GcionganAI Sebesar15G dima be'as persen)
'< Golongan B sebesar 10% [ccpuluh persen)
A. Golongan BIsebesar 7.5P, ttujuh koma lima persen,
5 Bioskop mini semeAn .3 T (lima, peanem
6 Bioskop kelikng sebesar 5Pk (lima perseiii „r0, ,••

b. Penyelenggaraan'pertandingan olah raga adalah sebesar ,0,o (nma
kplnr DGPSGn J

c Penyetenggaraan IV-uran kesenian beruoa show, pergelaran, mus.k,
: pergelaran busana, Kontes kecantikan. dan sejenisnya adalah 20%

;dua puluh pe-sen): , 4„H-,:„„,,,
hiburan kesenian berupa nosenian ir^a,^ :o>ci. Penyelenggaraan

seperti drama sejenisnya yang bertujuan untuk
.neGntarikan budav national adalah sebesar 5R. (lima person;; _

o Pem'olenogaraan \ ib malam diskolik. karaokm lounge cafe, oco
" pub dan seje, isnyn ,d:,lah nGww OOP, plan puluh pe-sen:

•i Bungi jump, sepc^ a, %P akyV gokwd, dan sejenisnya aoa.n
-Php.;ai- 100/o (senulub. person.!.oCb6-a iSva;;-, dan bowl.ng dletapkan sebesar '10% (sepulung. Permainan. bily
persen);

h Permainan vGoo g- irnn aim
dan sejenisnya ciifetapkan sebesar 30% (dun puiuh persen).

i Permainan golf ada.ah sebesar 20% (dua puluh persen);
j. Penyelenggaraan I, burnn Porupr, Pant, piiat dGGnpkan sebesar 1., ,»

(lima betas persen),
k. Mandi uap (steamoath) mand: sauna

.3e'oec-r 15% cijrnn \ elas persen);
I " Panqguno terbuka ditetapknn sebesar PL! %(sepnlu person)'
m -anggungg tertutur ditetapKan sebesar 15% (lima be.as persen,;
n Pe^ainan yang oeradn didnlam drmia GGani dan temgat wisaG

ditetapkan sebesa'- \0'T-- P.mneGn eeo;--a;.

kv-:pio,.j. GPnnqkasan eiekPonik

seienisnya ditetaokar



(1)6esaran pokok Pajak HGuraa yang Leiutang dihilung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan
dasar pengenaan n-aiak sebagnirr.ana dimaksud dalam Pasal 15:

(2) Pajak Hiouran yang terutang dipungut diwilaynh daerah lempat
hibufan diselenggara can.

Pasa! 18

(1) Obiek Pa ak Reklame adaiah semua penyeienggaraan reklame.

(2; Obiek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 i meliputi :
a. Reklame pagan/ billboard/ vGeotron/ rnegatron dan sejenisnya;
b. Rekiame kaim

c. Reklame meleknt, stikep
d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan:
f. Reklame udara;

g. Reklame apung;
h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide; (Lnu

j. Reklame peragnan

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adaiah:
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi. radio, warta

harian, warta minggnan. vvailn buianau, dan sejenisnya;
I). !abo|/merk prppuk yang a.Gekat pada Parang -a no.

diperdagangkan, yang beilungsi i.rntuk membeoakan dan prounk
sejenis Iainnya;

c. nama pangenal usaha atau proles; yang A: pasang .nelekat pace
bangunan tempat usaha ainu pro<osi diselonggarakan sesuai
dengan ketentuan ya.ng nieirgatur nama pengonai usaha, atau

jps. profesi tersebut;
((d.) reklame yang diselenggnrnkan oPG Pomormtah atau Pemerintah
V2 Dae,ah; dan
e. reklame calon anggota DPI), DPl-t, DPRP, dan Kepala Daerah

untuk pemilihan DPD, DPR. DPRD dak Kepala Daerah.

Pnsni 19

(P Subjek Paiak RekPiuu; adalah, ni.-.-ug f)i badi atau badan yang
menggunakan reklame;

(?.) Wajib Pajak Reklame adalah omng pribadi atau badan yang
rnenyelenggarakan reklame;

(3) Dalam bal reklame dise\caggarakaa scnclm seeora la^g^'-ng oleh
orang pribadi atau badan, Wajib Paiak Rekiame adaiah orang pribadi
atau badan tersebut;

(4) Dalan hal reklame disek-uggaraka,--,
tersebut menjadi \A;L jib i P• j.iP PeGuu

pi: a-ik [o Ggn. pihak ketigr



(1) Dasar pengenaan Pajak i-Pokiamo udnpVu nilai sewa rek-vne.

(?) DalaTn ha1 rokianGG U!se!onqq..wGun oieh pihak kekga. nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud pada aynr rij ditetapkan
beraasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada aval (1 dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis. bnhan yang digunakan, lokasi
penempatan. waktu, jangka waklu penyelenggaraan. jumlah dan
ukuran med;a reklame;

(A) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
lidak (iiketahui dan/Gun dinnqg.op tidak wajar, nilai sewa reklame

dileiapkan dengan mengqunokun faktor taktoi sebagaimana
dimaksud pads ayat (.3);

(5) Cara perbitungan nik i sewa reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

Jems teklame x jun..ah veklaiv,e x mdeks lokasi { nilai skategis) x
ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan rekiame, ••• '••••

i(i>} Hasff perhidingan nifai sewn, reklame sebagaimana Gmaksud ayat
(5) ditetapkan dengan pnraluian Walikota.

%) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua. puluh lima
persen);

(2) Tarif pa1,? k Reklame untuk jenis rok.ok dan minuman k.eras da.Iam.
bentuk Gllberd dan bukan biilbord sebesar 35 % (Tlga Puluh
Persen).

Pasal 32

(.1) Besaran pokok Pajak Reklame yaiy, ;,ji,iU1iiu unmuiih at-u^an cara
mengalikan tarif seoagairnaua dimaksud dalam Pasal 21 dengan
dasar' pengenaan paiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1);

(2) Pajak Reklame yang Sorufaug dipungut di wiiaynh daerah tempat
reklame tersebut diselenggarakau

Pasal 23

(1) Objek Pajak Penerangau 3Gau adaiah eengguuaan i.enaga listrik,
baik yang dihasilkan sendm maupun yang diperoleh, dari sumber
lain;



(2) Listrik yang dihasilkan sendin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi seluiuh pembangkit listrik.

(3) Dikecualikan dan objek Pajak Penerangan J;:;Ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adaiah

a. penggunaan tenaga listrik olehs instansi :Jemenntah dan
Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga liskP pada temoat-tempat yang digunakan
oieh kedutaan konsulat dan perwakiian asmg dengan asas
timbal balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendirl dengan
kapas'tas teryentu yang tidak ms,rlA.,P.G/.GG;:;r, da,; G-staiisi
teknis terkait; dan

d penggunaan tenaga listrik Iainnya yang (Hate; dengan Peraturan
_.. Daerah__ __

Pasal 24

(1) Subjek Paiak Penerangan laian adaiah orang pribadi atau badan
yang da.oat menggunakan tenaga listrik;

(2) Wajib Pajak Penerangan .J.oinn adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan tenngu PAG

(3) Dalam hal tenaga list/ik distGmwn uGa onPer ,oin Wajib Pajak
Pcnornngnn Jalnn .-uVilafi j.i-a-a-d.a 'rave-;, listuk.

(1) Dasar pengenaan Pajak Penemngau Jalan adala'ri Nilai dual
Tenaga Listrik:

''2.1 Nilaj dual Tenaga Listrik sG^anaimana riimaksnd pada avat fit
ditetapkan :

a. dalam hal tenaga PArP: berasal dan sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Juni Pn-nnga Listrik adalah jumlah tagihan
biaya beban/tetap .ditambah 'dengan biaya pemakaian
kwh/variabel yang diLuqihkun dalam lekoning listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendin, Nilai Jual Tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan lo'rik, jangka waktu pemakaian iistrik, dan harga
satuari listnk yang herluku di wilayah Daerah yang
bersang1 utan

Pasal 25

(1) Tarif A"aiak Penera gan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen);

(2) Penggunaan tenaga listuk dan sumber lain oleh industri,
peilambangan minyak bumi dan gas alam. tarif pajak penerangan
jalan ditetapkan sebesar 3G> (tiga person);



(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendin, tarif pajak
penerangan jalan ditetapkan sebesar 1.5%. (sate koma lima persen).

Pasal 27

(1) Besaran pokok Pajak. Penerangan Jalan yang ierutang dihitung
dengan cara rnengal kan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dengan dasar pengenaan pa|nk snbngaimnnn dimaksud dalam Pasal
25;

(2) Pajak Penerangan Jalan yang teruiang dipungut cii wilayah daerah
tempat penggunaan tenaga listrik.

V
3) Hasil pensnmaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan

untuk penyediaan penerangan jalan

Pasai 28

G) Objek Pajak Minera' Bukan Logam dan Batuan adaiah kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

a. asbes;

b. batu tulis:

o. batu setengah permatu,
d. batu kapur;

e. batu apung;
f batu permata;
j) IxLntonit.

dolomit;

fekJspa.;

k. graft;
1. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;

o. kaolin;

p. leusit;
g. magnesit;
r mika;
s. manner;

t. nitrat

u. opsidien;
v. oker;

w. pasir daii kerikii;
;:. pasir kuaisa,

y. periit;
v.. phospat, •

aa.talk;

bb.tanah serap (fullers eailh

cc. tanah oiatome;

dd. Tanah list;
ee.tawas (alum):
PL tras;

gg.yarosif;
hh.zeolit;

ii basal;

jj. trakkit; dan



^tiHjttaMBHBKMiiuAiaMi^Au-w*^. •- -ii-tn-«.-.:.•'««««"

kk. mineral bukan, logam dan. banian iainnya sesuai ketentuan
peraturan peumdnng- ;i .dariqnu

(2) Dikecualikan dan objek Pajak iG;no:a: Bukan l.o.jam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat G) adalah .
a. kegiatan pr--nqambi!an men-mi bukan logam Jan batuan yang

nyata-nyata tidak. dimanP'Gknn secara komersial. sepedi
kegiatan penoamhPan tnn.Pi nnluk keperluan rumah tangga,
pemancangan Lang kstrik/felepon, oenananw. kabei
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas:

b. kegiatan pengambiian mineral bukan logam dan r atuan yang
merupakan ikuian dan kegiatan portambangan iainnya, yang
tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasaf 29

G) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang
pribadi atau badan yang dapat mengamb:! mineral bukan logam dan
baiuan;

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan aoalah orang pribadi
atau badan yang mengamb;! mineral bukan logam dan batuan.

Basal 30

G) Dasar pongennnrpPajak Mim-nil Pnkan i ounm dan Batuan adalah
nilai jual hasil pengambilan mini :;•.'. bukan logam dan batuan;

(2) Nriai jua1 sebagaimnna dup.aksud pada avG oG .Gm,,m5 bo,,,.w*
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar
atau harga standar masing-masing jenis mmerai nukan logam dan
S ,->•»• I I'-.O1
iJOUiP i I,

(3) Nilai pasar sebagai' rana dimaksud pada ayat .;2i adaiah harga rata-
rata yang berlaku di lokasi selempal di wilayah oaerah yang
bersangkutar ;

(4) Dalam hal nilai pas ir dari h e% produlen mine; a, nukan logam dan.
r,atuan o^praymmano dima!-- si id pada man; p5 . sG;i diperoleh. maka
riinunnkan h uga JnJn ..mi GGi si- s> .PL 'usPinsi yang

beiwenang dalam Puiapg p.Gum:.unman m.noiG ,>,Gn;i iogam dan
batuan.

Tarif iPajak Mineral Bui an Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 A
(dua pujuh lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok Pajak Mme
terutang dihituno Pengan e;-e
dimaksud dnkae j'usG '•:

seoagaimana dimaksud Gap;

i .! ikUi i

long an
msa! 3;.

e:am can Batuan yang
•nni r-apak sebagaimana

u'i ir rionai-.'iinari naiak



(2) Pajak Mineral Bukan, Logam nan Balnan yang terutang dipungut di
wilayel dammb L mjnat pngnrnbihu minora! bukan logam dan
batuan.

Pr,isti: pp

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok'usaha
maupun yang unediak.an sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor:

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a penyelenggaraan tempat paper dec Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

b. penyelenggaraan tempat parkii okm eerkaetoran yang hanya
digunakan untuk karyawonnya sendiii.

c. penyelenggaraan tempat f.-.arkir oleki kedutaan. konsulat, dan
perwakiian negara asmg dengan asas fimbal balik:

p asai oil

(1) Subjek Pajak Parks adalah -niurtg
melakukan parkir kendaraan bermofor;

(21 Wajib I 'nj.uk I 'ami; ad.km , ,e
uienyelenggataknn tempat nan- n

eid1 s:Gu badan van;:

.lipin yano

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkii adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya Aibavar kcpaba penyofenggara tempat parkir;

(2) Jumlah yang seharusnya dibavm sebagaimnrv dimaksud pada ayat
(1) lermasuk potongan hniga piiku duu [.nilei •.nmusumn yang
diberikan kepada |n-nenmn jasa imrkip '

Pasal 36

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesai' 20 % (Dua puluh persen)

Pas a! 37

(1) Besaran pokok Pajak Pario; yang terutang diGPing dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana Grnoksud dalam Pasal 36 dengan
dasar pengenaan pajak. sohaqnimann di-naksud dalam Pptsal 35;

(2) Pajak Parkir yang terutang d'pu.uqG -A wilayah Daerah temipat parkir
P?r!oka'"; -.



Pass! 38

(1) Objek Pajak An Lanah adalah ivs-ngumGlari dan/a'.au pemanfaatan
air tanah;

(2) Dikeoualikan dan oGek Pajak Air "anah adalah
pengambilan dan/atau pernnGnatau air tanah, untuk kepeduan
dasar rumah tangga, pengairan pertanian clan perikanan rakyat,
serta peribadatan.

Pasai 39

(1) Subjek Pajaf Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tar,ah;

(2) Wajib Pajak Aii '! ,uah adalah orang pnbadi atau back n yang
melakukan pengr nbilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan Paiak An Tanah adalah nilai perolehan air
tanah;

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dinyatakan
dalam rnpiah yang __.Jihili.ing dengan mempertimbangkan sebagian
atau sell hum faktor'f iktor heuku!

a. |enn sumbei uu ,

b. loivi ,i stimber a; ,

c^ tujuan pengamoilan dan/atau pemanfaatan air:
(d/ 'volume air yang diambii dan/atau dimanfaatkan;
e. kuaLitas air; dan

f. fingkat kerusakan Irngkungan yai^g dJak.ibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan fakto%GGoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2L
disesuaikan dengan kondisi masing-masmg daerah;

(4) Besarnya ni'fai perolehan an sebagaimana dimaksud pada ayat pi)
ditetapkan dengan I- eraturan Wnlikota.

Pasal 41

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

- Pasal 42

(1) Besaran pokok pajak Air Tanali yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif seoagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
air diambii.



(P Objek Pajak Saiami Burung PLuG* adaiafi pengnmbiian dan/atau
pengusahaan saran.g burung v.-.At;

(2) Tidak termasuk objek. pajak sosngna-rtaua tiimskrep'. pada ayat (1j
adalah pengar'.'ibilan sarang imuing write' yang ieiaLi dikenakan
penerimaan negara bukan prpnk pGJBP;

PasG 44

(1) Suojek F'ajak Sarang Burning VJ'GpJ. adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan
sarang burung wale:.

(2) Wajib Pa,ak Sarang Burung Wuiei adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakt n sarang
burung walet.

r\nsnl 45

(1) Dasar pengenaan %-yak :%pinu Burung Walet adaiah nilai jual
sarang burung wallet

(2) Niiai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasnrkan porkuliun nniaiu harga pnsaruu umum sarang
burung walet yang berlar.u di daoroh yang bersangkulan dengan
volume sarang burung walet.

Pasal 46

Tarif Pajak-Sarang Birung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

Pasal 47

(1) Besaran pokok Paj k Sarang Benunc Waiet yang terutang dihitung
dengan cara mengaiikan tarif sebagaimana dimaksud Gia,n Fasai
46 dengan d isar pengenaau paiak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45;

(2) Pajak Sarang Blip-no, Walet vane terutang dipungut ckwilayah
daerah tempat pen .nmbilnn d;-.n/u,l.,nu pengusnhaan sprang burung
wallet.

1 - Pasal 13

(1) pbjeK Pajak Bumi dan Bangunan i'Gudesaan dan Perkotaan adalah
bunli' dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaaikan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kt.giatan usaha nerkebunan, oerhutanan, dan
pertambangan;



mammimrnmm

i?) Termasuk dalam peigerlian bangunan adaiah :
"a iaian l.ngpungan yauu tetGtnk cinium sulu komoiens pnngunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennyp. yang meruoukan
suatu kesatuan dengan kcmpl-ks Ln-nunan GisebuP

b. jalan tol;
o. kolam repanm

d. oaga1" mewah;
e. tempat olah raga;
f. gaiangan kapal, dermaga.
q taman mewah;
h. tempat pooampengan/kiiang minyak, air dan gas, pipa minyak,

dar,

i. -meriara

(3) Objek Pajak yang tidak d.kenakan Paiak Bum, dan Bangunan
Pedesaan dan Perkctaan adalah objek pajak yang :
a digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penveienggaraan

^ovarii kepentingan urnum di
pemerintahan;

b diqunakan semata-mala untuk menking ibadah. sosial. a a.nlan. pBndidi*a.. dan ebudayaaa
nasional yang tidak d,n,.,i,„riKa:, ante nte,nPe,b,en
keuntungan;

c. digunakan untuk knbnino. peinnggpGn j
sejenis dengan i'u, , _ .

d merupakan* hutan hndupg. hulr.n spG,, Gam. moan wisnua
taman nasional tanah ponggempalnun yang disuasa. o„-.n
dosa .iantunahnodnrnynnglnJumdibebnnisuntuhnk

e. digunakan olen pciwukilun .,ip
asas perlakuan timbal baGp dun

f digunakan oleh badan atau perwakiian iembagn uwnas.ona
yang ditetapkan dengan peraturan Menten Keuangau.

noGnGe Gap yang

(41 Ni>ai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, untuk setiap wajib pajak
' ditetapkan sebesar Rp10.000.000, (sepuluh jutn rup.ah,.

Pasal 49

. ^ i [--,,-,,-, .,-,-!,• pv>,ap.b--,pn dan Perkolaan adala'nG, Subjek PajaK Bum. dan Bangnnni, ; -'—^ ^^^ ^^ ^
orang pribadi atau badan yam, scnam nyntn mumps.,im ->*-'-
atas'bumi dan/atau momperoGh manfaat atas burin.. dan,ata

,!.,.,/-,'.-,,, uipmeoioien h tiiiPirfi ai,.-memilikp menguasai, (i.in/.na,, '^-P^-1
bangunan

. , o ,.„, i-- u ,.•--.'•-, dun i'-s-nkof. an adalah

dan/atau mempeuJeh muntuG <.m.., ' „ . e
riotVnt-iu memperoloh manfaai aidsmenguasai. dan/atau meii.pei .u....

ttau

as

Pasal 50

,, p,..„u Pmip dan Rannunan Pedesaan darG) Dasar pengenaan K-.i,ak km,,. - .,
Perkotaan adalah NJOP;



(2) Besarnya NJOP sebagaimana
setiap 3 (liga) tahun, kerin.G:
ditetapkan setiap tahun nesnn; ••

•tkspu reept pynt G) ditetapkan
uk objek. paiak. tortenru dapat
iu p.(.[":-, mi iu.is inn wiiayahnya;

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pads ayat (2)
dilakiikan O'eh WGikola

Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkctaan ditetapkan
sebesar 0,3% (nol koma liga persen)

Pmsal 52

Besaran pokok Papik Bumi dan B ingunnn prGesarm dan Perkotnan
yang terutang dihitung dengan cara mengaiikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal": 1 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak seoagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

Pasal 53

(1 • Talv.in pajak adalah jangka wG-.n, oP PPpia kalenrler.

io terutang adaiah menurut

n 11

(21 Saat "opn .m.'-'m tptukan puiaK \
k.eadaan objek pain, pada Lingual i Jununi

PI) Lempat pajak yang mruluug noma
letak o'ujek pajak

\ i.

(2)

;h •intpsin vanq motion,i

Pasal 54

Pendataan dilakukan A ugunakan b; ••,'>•'•

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat -.1) aarus dnm dengan
jelas benar, dan lengkap prut;., dkanriafnngnni dan uisampaikan
kepada Kepala Daerah yang Wilayah keqariyu mehpG ietak objek
pajak, selamoaPlambatnya 30 ;3gn pnlnlP h.ari korja seieGh tanggni
dilerimenya SPOP oi'eh sGynk smiek

Berdasarkan SPOP, KeoG
Pemberitahuan Pajak Tmnbino.

menerbitkan Burnt

(2) Walikota dapat mengeiuarkaP Surat Ketetapan Pajak Daerah dalam
hai-hal sebaoai berikul :
a .Surat Pemberitahuan Ghjek Pajak sobngaiinana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib
Pajak ditegur secara tortuiis oleh Kepala Daerah sebagaimana
drten'ukan dalam Sura! Teguran,

b berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lam ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dan jumlah paiak yang
dinitung berdasarkan Pinm Pemberitahuan Objek Pajak yang
disampaikan olen wajib onink



Pnsa! 55

(1) Objek Pajak Bea F-eioiehan Bak atas Tanal't dan Bangunan aualah
Perolehan Hak atas Tanah dan/alau Bangunan:

(2) Perolehan Nak atas Tana hi dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. pemindahan hak karena '

1) jual beii;
2) tukar menukar:

3) hibah;

<G hibah wasiat.

5) waris;
0) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan ha:-; yang mcng.ikibaiknn j >t -inlihun.

3) ponunjuknn pemb(.-li dalam lolnng.

9) pelaksanaan putusan hakim yarg mempunyai kekuatan
hukum tetap;

10) penggabungan usaha:

11) peieburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadinh.

b. pemberian hak nniu karena

1) kelanjuln.n-'p'olepasnn hak. atau

2) diiuar pole p/asan hak

(.'.-) Liak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat G) adaiah :
a. hak mllik;

b. hak guna usaha;

o. hak guna bangunanp

d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rum.An suspp; dm-

f. hak pengelolaan

(4) Objek pajak yang tidak dikonnkun Ben Poroiohan Link alas Tanah,
dan Bangunan adaiah objek pajak yang diperoleh •
a. peiwakilan dip.'om.ntik dan knnsulut herdnsurkuii asas peilakuan

timL-al balik;

b. negara untuk penyelopggam,, ^a.,.,,-, ,;...,, !c,M bs;iu/ai.au untuk
pejaksanaan pemban.grinan guna kepe.ntinqan umnm:

c. badan atau perwakiian: lomhaga internasionai yang ditetapkan
dengan Pern .pan Merited Keuangari dengan syarat tidak
imenjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluav fungsi
dan tugas badan afau pen.vakilan organisasi tersebut;

d oranrpprihadi atau Badan. karen<a konvr:us hak atau karena

perbuatan hut. im lain dengan tidak rrdnnvi nerubahan nama;
e. orang pribadi 4au Badan karena wakaf; dan
f orang pribad: atau Budm; van;; (kgunuiem untuk keoentingan

'bad a hi.



ij Subjek Pajak BeaPeroienu ^ ^ . (_^ ^ ,anai,
orang pribadi atau Bsaan yen,, ,--
dan/atau Bangunan;

OO Wajib Paiak Bea Pe-olehan link ^si.^dnn ^^ ^
orang pribadi atau Badan yang n—P—•
dan/atau. Bangunan

Pasal 58

, i i, -,»--,,•• r-,r•pi-, dr-'-n Bnneunan(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan H.-.k am, ,.„.. • -- -
' adalah NilaiPorolehanObjc.kA nyas

~, • , ,-,.,-,.,. ,„irippiaeina dimaksud pnda aval (1).(2) Nilai Perolehan Objek , a,m .,.,>mmi.,
dalam hni :
a jual 02 i ada>ah i^.iyd minsuks,
b tukar menukar aoaiai: niU.it pasar,
o hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah mPn pasar.
p waris adalah niiai pasar. , ... „ ,..p,,,p iainnya adalah7 pemasukar-. dalam pesercnn atau paum, ,,iP,

mlai pnsar; .,„,,.,s,,. ,erpjGnn .-ukiiah nilai pasar;
^ ^T3nlV7P:::^A:oo,;»;— ^ ^
a. i orn ihaU l.lK kr!..>ie |

"• momp- ^
i. pemberian liak batu ntm- -. >a-

pelepasan hak aealah pilPG-'.a'̂ .,.,..,. .. pe odmah miai
j. pemberian hak bam alas Guna d. m.,i ,, • •

pasar; Mk penggBhunganusnhuanmannrni pa,, ,
t peleburan usaha abalan nilai nusn,
rn pemekaran usaha adalah tim ensa,
n hadiah adalah nilai pasar; remwm, ^ srinSaksi yang
o. penunjukan pembel. daGm ,Aaaa m,ma,, .,..., -

,-, i-i ,:< .,;-..• "i span dan Bangnnan adalah

tercantum dalam ''sank loin

.,, n,,,:. sebnonimnna dimaksud pada ayat
•a N.la- P'oroieuau^,; • • a •^ ~ diketahui .,iau lebih rendan
) burnt a sampai dengan I, . ; •_ pg. k Bljmi dan
,r,pada NJOP yang digunakan ma- c ... - [>:[( ngan y£V1g
=,naunan pada tahun tenamnya emeGm -^ ••

~" ..•>,, i^n r >-—; —. i.- p.-. ii v. -1 n' i i:'',in k<.

i'S) Jika Nilai perolehan Objek i- ujas m
(2)
gar

Ba'-o ,dipakai adaiah NJOP Pajak
-M.- i oorP TG-w Kena Paiak ditetapkan

Pajak;
(l,,pr -upu amah wasiat yang(5) Dalam hal perolehan ha* karer.u^c 3^; ' h!)h;.nqn. keluargn

diterima orang pnbac; ,'ang • ^ - u-p-pim },f-aGs atau satu
sedarah dalam nans ^k^nmn ''-'̂ ^L '.^^ wa?iat| termasuk
derajal ke bawah seepa,, >.. •. - _^^ .^^ ^.^ p^pk.

,-,,.,,.,,as PGe.m PPpm

ditetapkan sebesa
suarrsustn. ^^^'^ m-l0ro'- (tiga mtus jula rumah);



Tarif Bea Perolehan
533 (lima person)

Besaran pokok Ben Pe:ea as
terutang dihitung dermee a
dimaksud dalam Pasal G'
sebagaimana dimaksud daium
Milal Perolehan Objek Pajak
dimaksud daiam Pasal 53 ayat

Bea Perolehan Pink atas ' n
dipungut di wilayah daerah
be rack.,

(2)

lOi'i!

-. a i

-.'Ink

man

p.p dikurangi

seoagaimana

psar

'•-<av.

paiak

,•;;:;:•; Bangunan yang terutang
,y Tnnnh nana Lap Bangunan

Pnss! 51

Saat terutangnya pajak Bea ••- -.-
Bangunan ditetapkan untuk
a. jual beli adaiah sejak Ping

akta

b. tukar-menukar adalnh
ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak langgal d
d. hibah wasiat ada,nh seink la

akta;
o waris adalah sejak taugga'1

peralihan naknya ke kaittor bidang pedanahan
f oemasukan dalam perseroan

ceiak tanoaa! dil iat dan ditandaUmganinya aGa.a Shin hak var.r, ..en.alubaikau pe,a„kan aclalal, se,aK
'• l.inqga! dibual d ,n cl ,data:,na„,„ya afcla
h putusan i.aSm idalal, Se,ak laupgal pulur-.a,, [„,ao,,, yan <

mempunyai kekualan Ihiku, van , lela,^ _.
,. pembenan haK a _<"- ,/G^ Q, ;jt.,rbi,kan'nva sural

pelepasan nak adaiah .-e;ar. i.mjg. .
keputusan pombonrrn Itak: ^ ^,

j pembenan hnk .mm eGvi.n ra.Pm..,a, nm ^
d.terbitkannya sural keputusan eembenan mm

k. penggabungan usaha nua.lnn e,», mu.,,.
ditandatanganinya nidm

I polehuran usahn adnlai, am.e isign,.
dita. datangnmnvn ukm. _

m. peimkaran usah:^ nomm: s.-pm mam,,
mr-onp ••itpnnamm'a akta: , .;,,. daLjSah •: „ak lanapai —> "n d.landa.angan.nya akra.

o. lela,.g adalah sa-ak >aangai penunjakkun P„,aang Iclang.
,,,,,.,.,..; ,^d, sn-1 Gnadinya perolehan(2) Pajak yang termann urns, o„,„- ,-—

hak sebagaimana dimapsud gaua ,iv,s . . -.

•a apin:;,

;Gas Ptnah dan/atau

an ditandatanganinya

in pa cat

il,::a> can ditandatanganinya aoa;
uc: ;a! drbuat dart ditandatanganinya

vang bersnngkutan mendartarkan
Jang pertanahan:
atau badan hukum Iainnya adalah

rpi;

diPpat uu



D a sal op

( 1) Pejabat I vmbuai Akta 1miuGNuPms hauy.i dn
akta pemindahan Hak alar, fun.nn d-nu/n-piu Ann
Pajak meriyerahkan bekti pemkuymnn u snip

in. " iCi-ili

!;P Wajib

;2) Kepaia kantor yang membidanni >ni i ieiano : ,e s ira Pnnya

dapat menandatangani usnlah P-lam.; iw-ro'Grar Pas ukis , anan
dan/atau Bangun?
pembayaran pajak;
dan/atau Bangunan seP-lnh V-AGb Gii-,-. mon-,w.-- mm: U

(3) Kepala kar tor bidang perkanahait unnys nana
pendaftaran Hak atas Tanah alau pendaftaran peraiihr-m l^k atas
Tanah s-sLolah G-'epb Ga^k '".enverahkan bukti oembayn aa pajak.

Pejabat Pembuat AkG Junnh/LloPins dan kepnlu Pmlor yang
membidangi pelayanan lelang noguru mePwnrkuu nembnnpm akta alau
risalah lelang Perolehan Hak atas "ianah danLalau Bangunan kepacia
Kepala Daerah paling Ian
berikutnya.

ambal nacG tanncjai 1C Gepeiub) buian

>pSpl 54

Sistem dan prosedur pemungulan I-lea Poroleimn Hak .ePts ianah dan
Bangunan diatur Gbih fanjuf donunu Po-intumn PVGeuPi

(1) Pejabat Pembuat Akta Panah.'Nmaes nun kepala k.nnlor yang
membidangi pek,ya,,,m IGnnn iwi.ii.) vanci moJanuomr kotentuau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal PL; ayat p- : !" '̂o1 Gi
dikenaknn sanksi administratif bernpa denda sum
(fujuhjufa lima r-atus ribu mpmG uiJuk ^otinn gGnnngm

(2) Pejabat Pembuat Akta PsmuJ ,Pur •- pw -soma •
membidangi pelayanan iGnng aims a yang ;uelnugg.
sebagaimana dimaksud dninu Pnsai s>p ••piemn
administratif berupa denda n-keai i-mL-mes,, mas mms ispu n...
puluh ribu rupiah) untuk setiap Ig-ip-p

(3) Kepala kanto-' bidang poPanntmm yam:
sebagaimana dimaksud dalam P-sni -12 ayG -5: Gkenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan pomiumn no-run'1 vig-m idangnn. •

Pnsnl 55

a a yang

so on In on

i sanksi

ketentuan

Masa pajak adalah jangka waktu vang inmnnya : fsntu, oulan
Kalender atau jangka waktu lain yang dintm tenant, Peraturan
Waiikota paling lama 5 kgn) PTe k.Hondo- yang mepjad, dasar
b^gj wajib pajak untuk mengGlugg, mopyeUA dm: mePmorkan pajak
yang terputang.

iar,

•tau



BAB HI

P "PEMUNGUTAN. PAJAK

Bagiart Kosatu
Tata Ccira Pemungutan

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;

(2, Setiap Wajib Pajak -*^^

♦ n/->,-an,orkan n^netanan walikota adalah :(3) Jems pajak yang dioungui borne,arkon p-iee ,
a Pajak Air Tana T .
b. Pajak Reklam ; . r.,,p_,Pn gnn Peikolaan•o. Pajak Bumi d; n Banguimn : -.,, ,a,n ,m

(4) Jems Pajak yang dibayrtr sopd.r, eieh wa„b patak adalah
a. Pajak hotel
b. Pajak restore.
c. Pajak hibiuno

Pajak penerangan iaiart

(1) Setiap Wa|ih kkyni^
wajib mengisi GP ' ' "•

e. Pajak mineral buknn lognm pan uu,,u
j j p VipP nprWiu
I o Paiak samiig nuiuno wul.i

, , ,- - i..-,'- -a,.' p ,• i T i dun m in.Pi:p. Boa peroielPii h,.\ a.u . m ,,,.

Pros, a! 53

(1) Wajib Pajak yaag meeamu , -;eyO;'-'°'__
walikota dibayar PerdmeuPsi: pa, ,. •
dipeisamakan:

(2) Dokui.nen lam yang dipemnma,^n s';!; j'c
ayat (1) berupa karcm dan n- a rme,!,,!.,,,.

Pass! 69

f2) Khusus untuk BP>-G PwniG gapm vwm. •

(3) SSPD sebagaimana dimaksud uuon . .
SPTPD;

n,m-a!-mid mmP (Li Gmus diisi dengan benar.(4) SPTPD^GigaAtaiia , ;i] p3jak atau
ielas dan fengkae sedn lit „• .,
kuasanya;

,v,i,,;;p ;,,,,: iG haiup disampaikan keoaoa
(51 SPTPD sebngain.au,, ,,un ,.,, ^, ^ ...,.,...,u iiPi-' '-myi mnsa

Walikota seGmbnl-inu Pump, •••<
pajak;

oiiG.aw-'ya dengm
nPiii-pert lam v.P't

ua dimaksud

,ii-T va.no

nasi SSPD;

, nerlungs: sebagai



(G) Bentuk, isi dan lata cam pengismn
walikota;

0\") r; | p.' ; : tncisn n.-uspraturan

Pasal 70

(1) Wajib pajak yang memonuhi kewajiban perpajakannya dengan
dibayar sendin sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1)
dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDK3. dark atau SKPDKBT;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan. menetapkan dan melaporkan
pajak sendiri yang terutang.

Pasal 71

G)

(2)

Tatacara penerbitan SKPD aiau dokumen lain yang dipersamakan,
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal
69 ayat (1) diatur dengan peiutumn wnlik.elu

Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengisian dan
penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dalam pasal 69
ayat (6) diatur dengan peraturan walikota

Pasa! 72

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah. saat terutangnya pajak,
yano dibayar sendin, walikota dap;.' menerbilk.au :
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pomeiiksn.au alau keterangan lain,
pajak yang teruiang tidak ntau kumng dibayar;

2) jika SPTPD tidak disumpinikon k.ojmdn walikota dolam jangka
waktu 7 (tujG) ban dan setekd ditegur secara tertuiis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
sural teguran;

3) jika kewajiban mortem BPT'GP Gink Tponuh:. pajak yang
tranjLa.nn .dj'niping seoai'a jabalan.

b. SKPDKBT iika difemukan data baru dan/atau yang semula beium
terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlal'i pajak yrang
terutang.

c. SKPDN jika jmG. b paiak yung terutaiig snma besarnya dengan
jumlah kredit pair k Gnu PGk teaming dun lime-' mm kmdit paiak

Jumlah keku.angan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan snnks a'dministrntif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling fama 24 (dua puluh empat) bufan
dihitung sejak sunt terutungnyu pajak

(2



(3) Jumlah kekurang - paiak yang tcmPmg nalam SKPDKBT
sebagaimanr dime msad rtada ay a! (1) hmuf b dikenakan saoKs;
administratif berms, kenaikan sebesar I05G memlus persen) dari
jumlah kekurangan pa,ak Grsebui.

(4) Kenaikan sebagaim-.-ua rJi.mak-.su.d nada ayat (3) Leak dikenakan iika
Wajib Pajak mek-porkan sen din sebelunt dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak vp ig teru-ang dGam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) burnt a angka 3i dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 2553 rdua..puiuh lima persen)
dari pokok pajak iitambah sanksi administratif berupa bunga
sebesai 2% (dua <m.-rson) sebulan dihitung dan pajak yang kurang
atau terlambat dib; poi untuk iuni;kn woklu paling latnn 24 (dun
puluh empat) bukan dihitung sejak sunt ieruiaugnya pajak

Banian PLed-aa

Surat Tagihan Pajak

Passf 73

(1) Kepala Daerah Papai menerbiikan P'LPD ji.k.n
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b. dan hasil penelitian SPG-PL* f0rdapai kekurangan pembayaran

sebagai akibal saiah lulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakatt sanksi administraiif berupa bunga

dan/atau denda-'

(2) Jumlah kektiiangun pajak yang terutang daiam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 hurtif n dan hum! b dikmubah dengan sanksi
administratif-berupa bungu sen, am 2A (dua ;>orsen) setiap bulan
untuk oaling lama da (iirna belr.s'i in::ae' sejak saat tetulangnya
pajak.

SKPD yang tidak atau L.umng dibavar si-it Jab jalup; tpnyo
pembayaran dikenakan sanksi ndminlsPatil he, una bunga sebesar
2% (una persen) sol ulnn dan dkugi! ru-u, , spi i >:

Bs-gian Ketiga
Tata Cara Pembayaran daaa Ps-nagihan

Pasrtl 74

I i) Penioayamki p. ij: if. dii. J-.i.!-.
ditunjuk oleh, -Vaiiko'e \ -
SPTPD, SKPDKB. SKPOKff

me Uitanpl'

n ;,; psopu: ;nin ynr

imun; SPiP. SKPL

i,2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditemnal iain. ditunjuk. has:1
"benerimaan pajak hams disetor ke Kan Daerah melaiui Bendahara
Penerimaan Dir.as Pendapnlan. Psmgelolaan Keuangan dan Asef
(DPPKA) Kota Pagai Alam seluml.mkkmbatnyu 1 x ?A jam atau
dalam waktu yang ditenGknn oioh Walikota;



(3) Pembayaran Pa;ak sebtyptimnm, o:maksud anna ayat f
(2) dilakukan dengan menugunnk.au SSi-'-Ji

(1) Kepala Daerah menentukan kmggo; jatuh
penyetoran pajak yang terutang paling iama 30 (liga puluh) ban
kega setelah saaf terutangnya pajak nan jtnhng lama 6 (enam)
bulan sejak tangga! Jitorimanyu spt-G" pipp Wajii) Pajak:

{?.) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKB P STPD. Sural Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. dan^Putusan Banding,
yang menyebabkan jurnlah pajaik yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling fama 1 (satu) bufan sejak tanggal diterbitkarr

(3) Kepala Daerah atas jemnohonnn Wajii) Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang dkontukan oapat membeukan persetujuan kepada
Waj'b Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran paiak.
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen: sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut. mengen.ai lata cara pembayaran, penyetoran.
tempat pembayarar angsuram dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pass! 76

(1) Paiak yang torn! ng berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB
SKPDKBT, STPD. Burnt Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan
Keberatan, dan LG usan Banding yartg tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak nada waktunya dapat difagih dengan Sural Paksa

(2) Penagihan pajak dengan Sum! Paksp aiiaksanakan bemlasadme
p£l CJl'dfoM pCIUIIUOl 1-1 "1.11 IWill IUO ,

Bagian Keempat
Kef) era tan dan Banding

Pasal 77

(1) Wajib Pajak dapat mongajukan keberatan Linnyn kepada Walikota
atau pejabat yang di'mnjuk atas suatu .
a. SPPT;

b. SKPD;

c. SKPDKB

d. SKPDKBT

e. SKPDLB;

f. SKPDN; dan
g. Pemiotongan atau pemunguLan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan sooum loi'mtis nuium inlnui Indonesia dengan
disertai aiasam-alasen yang jelas.



(3) KebeeaP'n harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tigs)
bulan scgak tangg P surat tur"iggal p(..-miotoi'igan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud jtada ayat (1). keen,A: jika G.aj,„ Pajak
dapat menunjukknu babwa jangka wak-u ;;p timrk dar at dipenuri;
karena keadaan di luar kekmissuunvu

(4) Keberatan dapat diajukan npuuiiu VvGjO ' Pu;aP Pdnh membayar
paling sedikit sejumkh yang teluu. disetuiui Wajib Pajak,

(5) Keberatan yang kdak memenuhi persyaraian sebagaimana
dimaksud pada ayat 0). ayat (2k ayat r.3), dan ayat (4) tidak
clianggap sebagai Surat Keberatan sohingga tidak dipertimbangkan;

(b) Tanda penerimaan sural keberatan yang biboekan oleh Kepala
Daerah atau pejnbG yang ditunjuk alau tar.da pengiriman surat
keberatan melaiui surat pes teroatat sebagai tanda bukti
oenerimaan sural keberatari.

on sm < o

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 .dua belas) bulan
sejak ta.nggal Suns KonenGnn riite--1^" u"a
atas keberatan yang diajukan.

.,, ,,-,u, .-; s

(2) Keputusan Waiikota .Jus
seluruhnya atau sobugiuo.
pajak yang teruiang;

roiau dPipn.l Lmruna rnenerimn
oluk. atau menamibah besarnya

(3) Apabila jangka waktu sebagnimmia dimaksud pads ayat (1) telai"
lewat dan Walikota tidak memben sr.atu keputusan. keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(1) Wajib Pajak dapat mengnjukun [)ormoherian banding hanya kepada
Pcngadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkai1 oleh Walikota;.

(2; Permohonan banding pebngmmuua dimaksud pada ayat Li)
diajukan secara feriulis dalam bahasa Indonesia, dengan aiasan
yang jeias dalam jangka waktu 5 (liga: bulan sejak keputusan
diterima, diiampiri salinan dan surat keputusan keberatan tersebut;

(3; Pengaiuan permohonan banding menpngguhkan kewajiban
membayar pajak sampai rlengan 1 (sake bu'an sejak tanggai
penerbitan Putusan Banding

d-c-u p.g

(1) Jika pengajutn keberatan atau p.-tmomwuu 'winding dikabulkan
sebagian alau seluruhnya. kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan denpa- ditambah imbalan bunga sebesar 2% 'dua
person) sebulan nntu oai'mg lama 2-1 (due numb empat.) Oman



A) Imbalan bunga sebag.nimnun
bulan pelunasan sampai owe

pawn -r/a\ a<) dihitung sei£:<
oe.nva APPDi..fG

(a) Dalam ha! keberatan Wajii: Lpank uGoiak a\aa bGnbmkan sebaman,
Wajib Pajak dikenp' sanks; administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh person) dari jumGh najak !:em'asarkan keputusan
keberatan d.kumngi deng.u.n na;nk vanu telnh diboyar sebeiiim
mengajukan keberatan

(4) Daiam hal Wajib Pajak nu-ngnjukun permohonan banding, sanksi
aoiTiinistratif bom; a denda sebesar 5(v'.:. Pima puluh oersen)

Psebagaimana di.mn-tsuu pud.a nynt AG sPpt,. ciikem-ikan.

(5) Daiam hal permohonan banning wtolm. alau dikabulkan sebaoian.
Wajib Pajak dike: a sanksr ad's;n,sP:Git berupa dendn sebesar
1005k (seratus persen) dan jumurri mnjak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan itwrubnyarmt p.pjak yang lelan dibayar
sebe'.um menaaiukan keberatan

Baginn Keiima

Pengurangan Keringanrm dan Pembebasan Paiak.

Pasal 31

(1) Dengan aiasan kiioWn PJinkota mao IGuuha! pang ditunjuk
berdasarkan permohonan wrgib pajak daoai memberikan
pengurangan, kenrrgnnun dan pembebasan atas pokok pajak:

(2) Persyaiatan serta lata earn pern bo ban pengurangan,' keringanan,
dan nernhebasan paiak sebagaimana dim.nimud nana nvat GPi diatur
lebih lanjut dengan Peraluran Walikota

Sagian Keea.am
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penqhapusan atau Pengurangan Sanksi ;idminis,.ratir

Pasal 32

( I) Atas permohonan Wajib \ ijak utup koruuu jnoataunya. Walikota
dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB. SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis d m/ata : kesGahnn hitting dan/atau kekeiiruan
peneiapau ketentuan iertonp; dalam jmraturan perundann-
undarigan perpajakan daerah.
a \s

(LP Kepala Daerah dapal -

a. mengurangkan atau menghunuskan sanksr administratif berupa
bunga, denda. dan kenaikan pajak ,mng terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajalann daerah. dalam hai

. sanksi terseoiJ dikenakan karena l-.ekhliafan Wajib Pajak atau
bukan karena kpsabihmwvp:

b. menourangkan atau membata'kart SKPD. SKPDKB,
:. SKPDKBT atau STPD. SK^PG Gnu SKJGG.B yang tidak benar,
c. mengpvangkpp atnu snemPaPPP:. '''API



d membatalkan hpsil uemeeksanp, atau ke'etnpaa pajak yang
diluksanakan atau diterbilkan tidak sesuai dengan lata cara
yang ditentukan; dan

e menguiangkan ketetapan paiPkrerutang berdasarkan
pertimbangan kemampnnu membayar Wajib Paiak atau kondisi
tertentu obiek paiak;

si ta'a para pengurangan atau(3) Ketentuan lebih ianjut men;
' 'nisiraiu -nan (rjiiutiid,iy.-in

\/p{ !?':
pengbapusan sanks, admmislrahi dan pengurangan ataxJ
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana d;maksuci p.-cia ayat ^a
diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

I do.:u UO

(1) Atas keleb'han pembaynmn Pn,ak. Waiib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian keoada Walikota:

(21 Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
sejak diterimanya permohonan pengembahan keieoihan
pembayaran Prtjak sebngwmmm dimaksud pada ayai (1). nanus
membetikan kepiHumw

(5) Apabila jangka maktu sebagaimunn dorruksud pada ayat {/..) mma
di'iumpam dan.VValikola tidnk memboiikun ^suatu keputusan.
permohonan peunemnnliun pnmbuyp.m.p, ,Gpik ,. .,,.,.,..,,., .,,,,,.uuika-
dan SKPDLB alati SKPDi B kiuius dilerbitken dalam jangka waktu
paling lama 1 pmtu) bulan.

(4) Aoabila Wajib Paj;.k memjmmgn ukippr Pujnk iainnya. kelebihan
oembayaran Paiak tebagaimana dimaksud pada ayat (!) iangsung
diperhitungkan unGk rnelunns, PGobih nahiuu Gnng Pnpk tersennL

(5) Penoembalicn kelebihan pembayaran Paiak sebagaimana
' dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangkaj.vakki paling lama 2

(dua) bulan sejtik d erbiiknnu/n SKPDLB atau PKPDkB:

UP jikr Dengembaiiau kelebihan pembaynmn Pajak dilakukan sets.ah
" i—-t 2 (due.) kola p WGtkc'P mcmbmpk.pp immGae Oaa.no seoesm

2%'"(dua person) sebulan atas keteriambatarP pembayaran
keieoihan pembayaran Pajak.

po Tain eara penaomuni:nn koiebihnn pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud p, da ayat (1) diatur rlengan P'omtumn Walikota

BAB V

K./-' DALI)VV ARSAPEN AGIH AN

Pssal 31

(1) Link untuk meiaknkuu genngrhnu
setelah mekimpaui waklu L nsna

ijoK pnagad: kedaluwprsa
uiuiu P-tttitutig sejak saat



tetutangnya Pa_ak kecuali upGoG W-'ijit) rajak melakukan tindak
pidana di bidang ; wp ytPg dn.eroh:

(2) Keda'uwarsa penagihaPi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabiia :
a. diterbitkan Sural Teguran dan/atau Sural Paksa; atau
b. ada oengakuan utang pajak dau Wajib Pajnk. baik langsung

mam u n tidak !a;: g sun g

(3) Dalam ha1 diterbitkan Sural Teguran clan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ays (2) hurtif a, kedaluwarsa penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan i tang Paiak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Paiak dengan kesadarannya
menyatakan masih mompunvui ulaug Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemenntnh Duouulp

(5) Pengakuan utang secara tidrk langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak

G) Piutang Pajak yang ticiak mungkm ditagih lag1 karena hak untuk
melakukan [i<:n;>a;han \udah PiJalssae dap;'J dihapaskaa;

(2) Walikota meneGpkun Kopiilusun Ponghnpusnu Piutang Paiak kota
yang sudab kaduluuwuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusn.n piulaw.
diatur dengan Perati ran Walikota

i a i a nu suppth kadaiuawarsa

BAB VI

p-AME-'JKUAN DAM PEMELRIKSAAN

Pasal 55

G) Wajii: Paiak yang moPikukuu usaha tlengan emmet paluig sedikit
Rp300.000.000,- (tiga rnfus jula rupiah) per tahun wajib
I'nenyelenggarakan pembukuan atau penoalatam

i.2) Kritena Wajib Pajak dan mmnntuun besamn ompof seda tata cara
oembakuan atau genenla'an sebnenimumi dimaksud nada ayat Pi)
dialui dengan Peraturan Wahkoia.

Basai 37

(1) Walikota berwenang melakukan oemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pementthan kewajiban perpajakan ciaerah dafam rangka
melaksanskan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;



(LP Wajib Pajak yang diperiksa wajii; _
a memoerlihatkat, dan/atau meminjamkr.n buku atau caiatan,

dokumen yang menjadi ciasarnya dan dokumen lam yang
berhuoungan dengan objek Paiak yang terutang:

b membm-ikan kesernpatan unt.uk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan mcpnbenkan bautuan guna kelancaran
pemeriksaan, dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lan.ut mengenai lata cara pemenksaan Pajak diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB Vli

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

(1) Setiap pejabat dilarang membentahukan keoada pihak lain segaia
sesuatu yang dike ahu. atau dibentahukan kepadanya ofeh Wajio
Pajak dalam rangl ajabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
ketentuan peraluo nperundang-undangan perpajakan daerah,

L2; Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat Pi) berlaku juga
' terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daeiai, untuk

membantu dalam-polaksannnn ketentuan peraturan perunaang-
unciangan perpajakan daerah;

(3) Dikecuplikan dan ketentuan sePagmmprm dimaksud nada ayat pk
dan ayat (2) adalah . .a. Pejabat dan tenaga ahli yang bemndnk sebagai saksi atau s.G,,,

ahli'dslsru sidsntj psngadilma ,,,,,_,,,,,
b Pejabat can/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Waiikora mm,.-.

memberikan keterangan kepadc, gejnmu im-ouga neuara a.,.,
mstansi Pememtab yang be,wenano melakukan oemenks^,.
dalam bidang keuangan daerah.

m) Untuk kepentmgai Daerah. Walikola b^enang memberi izin
1 tertuHs kepada oejabat sebagaimana dimaksuo pada ayat (1, ^a..

enaga ahSsebaga.mana dimaksud pada ayat ^k^.™™^
keterangan, memperlihatkan bukt. tertulis dan man tentang Wag,
Pajak kepada pihak yang ditunium

, , ,- . ^i^onk.-mn di nmioadilem dalam perkara'S\ iin+iiP PpnpntiPOfmi nemeiiksuan '-•< i,.,u^", r

[) Sana ateu pordata. atas pom„ntnan hakim sesuai dengan Hukum
VaT-idana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat

^"emberi izinlertulis kenadn pnjahat sebagaimana dimaksud paoa
ayal '<». dan lernga ahli nebugaimmiu bimnksw pack- ayat £
untuk4 'memberikan dm: mernpeGhnlkan r.nkti renuli, c,,,,
keterangan Wajib Pajak yang adn pnbams,

r, pppTiptnan Pnki-n sebngminnnn dmowond nnon aval (5) hams
t ->\ n.i.i.ii^nii ,.r,.,lf,, kPieranoaumrouoat. keierang?

' , ' u' • > - • " • •

nnlnm pr-mkam. pick

bersangkufan dengan kePaimmu yan

mpnuphi itloai i unei.n ten-mug.



BAB VII!

PENYiDiKAN

Pasr! 89

(1) Pejabat Pegawai Negori S:pil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pejabat. yang bc-rwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari. mengumpulkan, dan meneliti keterangan

' atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan
terseb'ii men|.udi lebih L.ngkap dan joins;

b. meneliti, moncaii, dan nwngumpulksun keterangan mengenai
orang pribadi atau Baduu tenkung kobennrnn perbuatan yang
dilakukan sohubungun dengan tindak judana perpajakan Daerah;

c. meminla keterangan dan bnhan bukti dari orang |:ribadi atau
Badan sehubmigan dengnu tindak. pidana di bidang perpajakan
Daerah dar, Retribusi:

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk menciaoatk.an bahon bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen iain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuau tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau imeiarang seseorang meninggalken
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang
berlangsung dan memenksn identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang di'bawo;

h. memotret seseo.ang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daer h dan Retribusi:

i. miemanggii oran j untuk didemgar keterangnnnya dan diperiksa
sebaoai tersangi-a atau irnksi;

j. menghentikan oenyidikan: daGutau



~k. melakukan'Tind-'kan lam y;mg pedu untuk kekmcaran penyidikan
tindak pidana di bidang perDajakan Dae-ah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan porundnng-unciangan.

(4) Penyidik sebagaim ma dima-mud pada ayat (1) membentahukan
dimulainya penyidikan dan menyantpaikan hasil penyidikannya
kepada Pcnunlut Jmurn meiaim Pem/idik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai denum: ketentuan yang diatur dalam
I Ira'.^M , ,,-,^ -..-.^ L.J i \s; I.-.-; ppp'-;
ui n.;ain.puuu,niy i ' u rs ui i i r -i_.. •

O i A ^ .-, ^
-] I I, J O I I C! .

BAB IX

K ET E MT U A N P1D A N A

Pasal CC

(1) Wajib Pajak yang Iarena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benai atau tidak lengkap atau
melamoirkan keterangan yang tidak benar sehingca merugikan
keuar,gan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(21 Waiib Paiak yuan donoun songnia tidak menyampaikan SPiT-'D
atau nengisi dengan tidak benai alau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vnng tidak benar sehingga merugikan
kmuangnn Daorgb dapat dijuo'ana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau piduna denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak leruk ng yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 5'i

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak ditunPil sets,an
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Paiak
atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan,

Pasal 92

(1) Pejabat atau tenaga ahli vnng ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
Karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan na'i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana lturungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda""paling banyak Rpl 000 000,- (empat juta tupiahp,

(21) Pejabat alau tenaga mill yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang
''! dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya t tau seseorang

yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(3) Pmiuntutan terhadar: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan uya. (2) iitoy, dilakukan ntns pengadunn orang yang
kerahasiaannya clilanggn1



(41 Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ;2)
' sesuai dengan sifatnya adalah menyaugkut kepenfmgan pribadi

seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retnbusi,
karena itu dijadik.., L.Gpp pidana penonnusn

Pasal 93

Denda seha.oaimana limaksud daGm Pasa
dan ayat (2) merupakan nenerimaan negara.

Gusai 90 ayat pi)itin i

BAB X

KETENTUAN P ERALIHAN

Pasal 94

berlaku. ma si terutangPada saat Peralumn Daerah n

berdas

dimaksud d

arkan Peraturan Dnemh mengenai jenis Paiak sebagaimana
aiaimalam Pasal 2 aval G). separijang tioaK ...iatur o

Peraturan Daerah yang bom.mgkufnn aa;\sia <
,angka waktu 5 (lima) tahun LorhiPmg sejak saat terutang

BAB X!

KETE NTUAN P E NUTUP

Pt

iapat drtagrh oeGo

Pada caat Peraturan Daerah mi bedaku :
1 Peraturan Daera i Kota Pagar Alam tentang Pajak Daerah yang

diberlakukan set agai dasar hukum pemungutan Pajak Daera. *oi
Kota Pagar Alam dicabul dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2 Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan
Perk.ota.an seban,,mana diatur dalam Peraturan Daerah mi muim
berlaku pada tan^gal 1 Januari 2014.

p Ketentuan mengenai Ben Petolobnn Hak Alas Tanah sebagaimana
- diaU"- cloiam Peiaiuruu Duernh ,n, rn, ,ln„ bednkn pada tanggai 1

Januari 2011

Pasal 96

l-lal-hal yang belum diatur ua.am Peraturan Daerah ,ni sepanjang
Lnqenai bekuk ,eu,s, isi ukumn Gtn Jnta nam, teknis pelaksanaannya
diatur lekh lanjul dengan Poralmau Walikota Pagar Alam.



Pass! 97

Peraturan Daerah, mi mulai benakn raa'aa tangga! dimelangkan

Agar setia: erring menneiahmuya. momeuGahkan pengundangan
Peraturan Daerah mi dcoynn ;oie;siiPsiti'im Palnm Lembaran Daotah
Kota pagar Alam.

1 meiaiomin en

Pada tartggal

i 'agar Alam
.ifJ^/G- 2010

G/Ai..lKOT/yRAGAR ALAM.

-*■***♦■

-"" "' \%r*.

-I. DJAZUU KURIS

Ditindaugkan d: ... : Pa^pAPp.
Pnda lauggal ^ q —\;x -': -k)

SPKRPJAR1S DAERAH KOTA PAGAR Ai A

|aP..:,
Ai ACI1RI

I.FMBARAN DAERAH KOTA PAGAR AI.AMTA! it la i P


